2. Lebih memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga atau pihak-pihak
lainnya yang bergerak dibidang Perlindungan anak agar meningkatkan
pelayanan lebih baik lagi kedepannya, seperti informasi pengaduan di
tingkat RT ataupun kelurahan harus ditingkatkan kembali supaya ketika
terjadi KDRT korban mengetahui kemana mereka harus segara melapor
dengan cepat tanpa adanya rasa malu dan ragu untuk melaporkan kasus

kekerasan tersebut.
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